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Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaky adil dan berbuat kebajikan
memberi kepada kaum kerabar, dan A llah melarang dari perbuatan keji
kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamy

dapat mengambil pelajaran.”

( AN-Nahl: 90 )
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan
pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543
b/u/1987, dan ada sedikit perubahan yang secara garis besar dapat diuraikan
sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

! Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< ba’ B Be

< ta’ T Te

& $§a’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

C ha’ h ha (dengan titik di bawah)
¢ kha’ Kh ka dan ha

K Dal D De

3 7al z zet (dengan titik di atas)
B ra’ R Er

J Zai V4 Zet

e Sin S Es
8- Syin Sy es dan ye




ue sad ) es (dengan titik di bawah)
ua dad d de (dengan titik di bawah)
L ta’ t te (dengan titik di bawah)
L za’ z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ¢ Koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

“ fa’ F Ef

3 Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L ‘el

A Mim M ‘em

O Nin N ‘en

3 Wawu W We

A ha’ H Ha

¢ hamzah ’ Apostrof

< ya&’ Y Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal

atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat

yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Xi




Tanda Nama Huruf Latin | Nama | Contoh | Ditulis

O--- Fathah A A
O Kasrah I I J=b Fa’ila
O--- Dammah 8] U

2. Vokal Rangkap (diftong)
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin | Nama | Contoh | Ditulis
56— Fathah dan ya Ai adani | &S | Kaifa
96— Fathah dan Au adanu| J» Haula

Wawu

C. Maddah (vokal panjang)
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + Alif, ditulis a
o Contoh 6 ditulis Sala

o fathah + Alif maksur ditulis a e )
Contoh W ditulis Yas‘a

oKasrah + Ya’ mati ditulis 1 oz
Contoh 45 ditulis Majid

Dammah + Wawu mati ditulis o

Contoh éd}ﬁé ditulis Yaqilu
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D. Ta’ Marbiitah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

. Ditulis hibah
AR
. Ditulis jizyah
4P

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

Yoo . Ditulis ni ‘matullah
A dams

3.Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta
bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan Aa (h).

Contoh:

JL&L ] Y Raudah al-atfal

-t = Al-Madinah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

S:Ls‘— Ditulis ‘iddah

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyah atau syamsiyah ditulus al-

Ditulis al-rajulu
Jo

) Ditulis al-Syamsu
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G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

Ditulis syai 'un

Ditulis ta’khuzu

Ditulis umirtu

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang

diperbaharui (EYD).

I. Penulisan ka

ta-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut

bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

Ll J”j Ditulis ahlussunnah atau ahl al-sunnah

J. Singkatan
SWT.
SAW.

No.

Q..

hlm.
S.H.I

JL

: Subhanahu Wa Ta’ala

: Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam
: Nomor

: Qur’an Surat

: Halaman

: Sarjana Hukum Islam

: Jalan
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Cet. : Cetakan
Ibid. : Ibidem
Depag : Departemen Agama

Kemenag : Kementrian Agama

PN : Pengadilan Negeri
PA : Pengadilan Agama
8)8] : Undang — Undang

PERMA : Peraturan Mahkamah Agung

KHI : Kompilasi Hukum Islam

Terj. : Terjemahan

KUA : Kantor Urusan Agama

RI : Republik Indonesia

STAIN : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

XV




TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI
( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERT
NO. 23/ PID.SUS/2011/PN.PWT )

DIAN NURROFIQ
ABSTRAKSI

Penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Purwokerto No: 23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt Tentang Penyebaran Pornografi,
bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan
Negeri Purwokerto dalam menyelesaikan kasus penyebaran pornografi dan untuk
mengetahui  dasar  putusan  Pengadilan Negeri  Purwokerto  No:
23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt tentang penyebaran pornografi menurut hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang
sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok
bahasan. Pendekatan penelitiannya menggunakan metode deskriptif yang
bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena sosial mengenai
gejala terjadinya tindak pidana penyebaran pornografi.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut penulis menggunakan sumber
data primer dari Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No:
23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt dan Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008
pasal 29 mengenai tindak pidana penyebaran pornografi. Sumber data sekunder,
yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan undang-undang. Adapun metode
yang digunakan adalah metode dokumentasi.

Dalam menganalisis permasalahan, digunakan metode analisis isi (content
analisis) terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tentang penyebaran
pornografi dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif terhadap putusan tersebut

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut, Pertama, bahwa pertimbangan
hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Herman
Puryanto Als. Sipur Bin Yatiman menurut hukum pidana Islam adalah
menggunakan metode Istimbat hukum wshul figih berupa qaidah mafhum
muwafaqah yaitu fahwal khitab sanksi hukum yang diberikan oleh Pengadilan
Negeri Purwokerto kepada terdakwa Herman Puryanto Als. Sipur Bin Yatiman
seharusnya dengan hukuman pidana penjara selama 12 ( dua belas ) tahun penjara
karena dapat menimbulkan bahaya publik yang sifatnya sangat luas.diantaranya
berdampak kepada perbuatan perzinaan, pemerkosaan, sodomi, lesbian,
homoseksual. Sedangkan bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana penyebaran
pornografi berupa hukuman ¢a’zic sudah sesuai yaitu diserahkan kepada hakim
dalam memutus perkara tersebut.

Kata kunci: penyebaran pornografi, fahwal khitab , ta’zir.
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BAB I

PENDAHULUAN

/.’f,,

L
I

A. Latar Belakang Masalah

Media elektronik, seperti televisi, VCD ataupun DVD Player hampir
semua kalangan masyarakat memiliki barang tersebut. Kalangan masyarakat
menengah ke bawah ataupun menengah ke atas sudah bukan lagi menjadi
barang mewah. Tayangan-tayangan melalui media elektronik sangat mudah
dalam mempengaruhi setiap pembentukan karakter kepribadian manusia.
Orang tua sangat penting untuk mengawasi dan membimbing anaknya dalam
setiap melihat tayangan televisi yang bersifat membentuk karakter.
Shabarun,S.Pd dalam majalah Almuslimun ( Majalah Hukum Dan
Pengetahuan Agama Islam), menerangkan bahwa banyak acara-acara TV
yang menampilkan siaran-siaran murahan dan mengumbar hawa nafsu.
Belum lagi penggandaan dan penjual VCD dan DVD porno yang bebas
leluasa menjual daganganya di emperan jalan dan juga situs-situs pornografi
di internet yang bisa diakses siapa saja dan kapan sajal.l Anak akan mudah
terpengaruh oleh pendidikan diperlihatkan melalui media cetak seperti
majalah dan media elektronik seperti VCD dan DVD seperti kaset-kaset yang
diputar melalui VCD Player.

Pedagang kaset VCD ataupun DVD player sekarang sudah banyak

merata di kota- kota. Pedagang kaset VCD ataupun DVD  menjajakan

! Syadid AM, Al-Muslimun Majalah Hukum Dan Pengetahuan Agam a Islam, ( Jakarta:
Yayasan Almu’minun, 2006) hal.65




kasetnya keliling dari rumah ke rumah. Di sinilah orang dituntut waspada
agar tidak membeli kaset DVD atupun VCD yang bersifat pornografi . Di era
saat ini remaja menjadi objek sasaran utama para pedagang kaset DVD dan
VCD player yang berbau pornografi.

Seperti yang terjadi dalam tindak pidana penyebaran pornografi yang
dilakukan oleh Herman Puryanto Alias Sipur Bin Yatiman dengan Nomor
Perkara : 23/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Pwt. bahwa terdakwa Herman Puryanto pada
hari Selasa, Tanggal 14 Desember 2010 jam 12.00 wib. bertempat Mess
Griya Karya Daop V Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat
Kabupaten Banyumas. Herman puryanto memperjualbelikan kepingan VCD
dan DVD Porno dengan berkeliling untuk menjual kaset VCD dan DVD
pornografi. Herman purnyanto didakwa oleh Jaksa telah melanggar ketentuan
Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 pasal 29 dan pasal 32 tentang
pornografi yaitu melakukan tindak Pidina :

“Memproduksi,  membuat,  memperbanyak, = menggandakan,

menyebarluaskan, menyiarkan mengimpor, mengekspor, menawarkan,

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pomograﬁ”.2

Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau
menyimpan, produk pornografi.?

Dalam surat dakwaan yang di bacakan oleh Jaksa pada persidangan

perkara penyebaran pornografi yang dilakukan oleh Herman Puryanto dalam
materinya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan

diancam pidana UU RIL No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan

? Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 lihat Pasal 29
3 Ibid, lihat pasal 32




peristiwa hukum dari Herman Puryanto dinyatakan telah melakukan tindak
pidana melawan hukum yaitu memperjualbelikan menyebarluaskan kaset
keping VCD dan DVD porno. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa
Herman Puryanto agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan.

Berdasarkan fakta persidangan majlis hakim memilih dan
mempertimbangkan dakwaan Pasal 29 UU RI. No 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi adalah setiap orang yang memproduksi, membuat,
memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,
dan mengekspor menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau
menyediakan pornografi yang meliputi persenggamaan, termasuk
persenggaman yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi/ onani,
ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin
atau pornografi anak. diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 ( enam
) bulan dan paling lama 12 ( dua belas ) tahun. Sedangkan Putusan Majlis
Hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa 6 ( enam ) bulan penjara
terhadap Herman puryanto.

Dalam perkara yang dilakukan oleh Herman puryanto adalah
memperjualbelikan, menyebarluaskan kaset VCD atupun DVD pornografi
dengan cara berdagang keliling. Tindak pidana penyebaran pornografi dengan
media elektronik membahayakan masyarakat. Dampak negatifnya dapat

mempengaruhi seseorang untuk melukan perbuatan zina baik perjaka,

perawan maupun sudah berkeluarga. Mereka mudah mengabaikan nilai-nilai




moral, etika, dan akhlak. Masyarakat bahkan cenderung bersikap menerima(
Permissive Society ).}

Subyek hukum akan mendapat sanksi hukum apabila terdapat
pelanggaran terhadap undang-undang. Secara tegas menyebutkan bahwa
hukuman atau sanksi tertentu akan dijatuhkan kepada setiap orang yang
melakukan pelanggaran terhadap hukum yang ada.’

Hubungan seksual yang diharamkan adalah zina, baik dilakukan oleh
orang yang sudah berkeluarga maupun belum berkeluarga. Konsep syariat ini
adalah untuk mencegah menyebarluaskan kecabulan dan kerusakan akhlak
serta untuk menumbuhkan pandangan masyarakat bahwa perzinaan itu tidak
hanya mengorbankan kepentingan perorangan/ lebih kepada kepentingan
masyarakat.6

Islam memerintahkan pemeluknya agar menjauhkan diri dari semua
godaan setan yang akan mendorong seseorang berzina. Langkah pertama
menuju zina adalah dari pandangan nafsu terhadap seorang wanita yang
dikenal. Mengapa manusia harus berwaspada dalam setiap pergaulan
lingkungan karena setiap tindak pidana tidak semuanya karena ada niat saja
untuk melakukan tindak pidana tetapi ketika ada kesempatan maka seseorang

akan melakukan tindakan pidana.’

: Abu Ameenah, Islam Dan Homoseksual, ( Jakarta: Pustaka Zahra, 2003 ), hal. xi

Pramono Suko Legowo. Pengantar Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas
Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2007, hal. 1

® Djazuli, Figih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan, ( Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1997 ), hal. 35

"Abdurrahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam,( Jakarta: PT Rineka Cipta ), 1992,

hal. 31




Sehubungan dengan pengkajian hukum pidana Islam maqashidus
syari’ah merupakan tujuan utama / pokok dan dasar pertimbangan utama
dalam pembentukan dan pengembangan hukum pidana Islam. Hukum Islam
memiliki ide kriminalisasi berupa gisas diyaf, hudud. dan ta’zir. Ketiga
entitas tersebut merupakan sebutan untuk kategori tindak pidana berikut
sanksinya, dan ketiganya memanifestasikan maslahat yang notabene inti
maqasidus syariah di bidang hukum pidana.® Tubuh manusia, menurut ajaran
Islam, merupakan amanah Allah yang berkaitan dengan seluruh tujuan hukum
Islam berkaitan dengan tubuh manusia yang dalamnya terdapat ruh, jiwa
,akal, dan qalbu.

Semua perbuatan yang mengarah Kkepada tindak pidana akan
dikenakan sanksi, Karena tindak pidana akan merugikan kepada tatanan
masyarakat, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebaginya, yang semua itu
menurut hukum syara’ harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi suatu
sanksi diterapkan kepada pelanggar syara’ dengan tujuan agar seseorang tidak
berbuat jarimah.’

Dalam ketentuan jarimah, ulama figih membagi jarimah dilihat dari
beberapa segi, jarimah hudud yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang
sejenis dan ancaman hukumanya yaitu hukuman had ( Hak Alllah ), kedua
jarimah gisas djyat yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman gisas dan

diyat, baik hukuman gisas maupun djyat merupakan hukuman yang telah

®Aswani, Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana
Khusus ag' Indonesia, ( Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2010 ), hal. 5
Markhrus Munajat, Hukum Pidana Islam,( Yogyakarta: Teras, 2009 ) hal. 5




ditentukan batasanya, menjadi hak perseorangan korban atu walinya, jarimah
ta’zir berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku, artinya suatu
Jjarimah yang diancam dengan hukum fa’zir yaitu hukuman selain fad dan
qisas diyat, hukuman jarimah fa’zir di tentukan oleh penguasa.'”

Dalam hukum Islam hal yang paling mendasar tidak akan pernah
lepas dari yang namanya asas dalam setiap aturan yang melingkupi tatanan
umat manusia. Asas akan lebih menekankan kepada hal yang paling mendasar
dalam setiap aturan dan sanksi hukumnya. Asas dalam hukum Islam inilah
sebagai pedoman dalam setiap tingkah laku kehidupan manusia. Semua akan
terikat oleh sebuah aturan dalam wilayah atau daerah dimana manusia itu
berada. Di dalam negara Indonesia sebagai negara hukum ketika mengatur
setiap kehidupan manusia yang dalam hal ini kaitanya dengan sifat-sifat
manusia untuk menjaga ruh, jiwa ,akal, dan qalbu agar tidak terjerumus
dalam hal- hal yang bersifat moral dan kesusilaan. Maka ketentuan tentang
hal-hal yang bersifat moralitas dan kesulilaan diatur dalam Undang - Undang
Pornografi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 BAB 1 Pasal 1
Undang- Undang tentang pornografi dijelaskan bahwa Undang-undang
pornografi berasakan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagai penghormatan
harkat, martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian  hukum,
nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.''

Berdasarkan uraian di atas, kemudian penulis tertarik untuk

menganalisis isi putusan , yaitu tentang dasar pertimbangan hukum Majelis

% Ibid, hal. 12
! Undang- Undang Pornografi, No. 44 Tahun 2008, Lihat pasal 2




Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menyelesaikan kasus tindak
pidana penyebaran pornografi, dengan Putusan Pengadilan Negeri
Purwokerto No: 23/Pid.Sus/20011/PN.Pwt. serta pandangan hukum Islam
terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No:

23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt tentang tindak pidana penyebaran pornografi.

B. Penegasan|Istilah
Sebelum sampai pada pembahasan yang selanjutnya perlu kiranya
dijelaskan mengenai istilah-istilah pokok yang ada dalam judul skripsi

tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman arti yang terkandung di

dalamnya.

1. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini (Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

2. Penyebaran adalah proses perbuatan menyebar atau menyebarkan'

3. Menurut Neng Djubaedah dalam bukunya yang berjudul “ Pornografi dan
Pornoaksi” Menjelaskan Pornografi menurut al-Qur’an surat An Nur ayat
30-31 adalah mengatur tentang cara bergaul, memelihara jiwa, dan batasan
aurat." Pornografi menurut pasal 1 ayat | Undang-Undang Pornografi

Nomor 44 Tahun 2008 adalah gambar, sketsa, ilustrasi foto, tulisan, suara,

' Hasan alwi, Kamus Besar Bahawa Indonesia Edisi Ketiga, ( Jakarta: Balai Pustaka,
2007 ), hal.1006

¥ Neng Djubaidah, Pornografi Dan Pornoaksi, ( Jakarta: Prenada Media, 2003) hal.130




bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau
bentuk pesan lainya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau
pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi
seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.'*

4..Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai
perbuatan — ;;erbuatan yang dapat dihukum dan aturannya.'’

Dari penegasan istilah di atas dapat diambil pengertian bahwa yang
dimaksud dari judul skripsi ini “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak
Pidana Penyebaran Pornografi ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Purwokerto No.23/Pid.Sus/2011/Pn.Pwt ) “ adalah pandangan hukum Islam
terhadap keputusan ( Pernyataan ) Pengadilan Negeri Purwokerto tentang
pidana penyebaran pornografi khususnya dalam konteks ini kaset VCD dan
DVD pornografi, seperti pada kasus yang dilakukan oleh Herman Puryanto,

sebagaimana penulis jadikan objek penelitian dalam skripsi ini.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis rumuskan permasalahanya
sebagai berikut :
1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan

Negeri Purwokerto dalam menyelesaikan kasus tindak pidana Penyebaran

Pornografi ?

Undang Undang Pornografi , No 44 Tahun 2008, Bandung: Focus Media,2009
' Bambang Poernomo, Asas -Asas Hukum Pidana,( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993) ,

hal. 20




2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Purwokerto  No.23/Pid.Sus/2011/Pn.Pwt Tentang Tindak Pidana

Penyebaran Pornografi?

. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar
pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam
menyelesaikan tindak pidana penyebaran pornografi.

2. Untuk lebih mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan
Pengadilan Negeri Purwokerto No.23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt Tentang

Tindak Pidana Penyebaran Pornografi.

Kegunaan Penelitian
1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan
kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada
umumnya dan ilmu hukum Khususnya bagi hukum Islam dalam bidang
proses penyelesaian perkara dan pertimbangan hukum yang dijadikan
dasar hakim dalam memutus perkara tentang tindak pidana penyebaran

pornografi serta bermanfaat bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya.

2. Manfaat praktis
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Manfaat praktis dengan penelitian ini dapat memberikan
sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan mengenai

pelaksanaan hukum yang berlaku di masyarakat.

F. Telaah Pustaka

Tindak pidana pornografi tidak akan pernah berhenti pada satu orang
saja, tetapi ini akan menjadi lebih banyak manakala tidak ditindak secara
cepat dalam tindakan prefentif oleh pemerintah terhadap akar dari timbulnya
tindak pidana penyebaran pornografi. Pornografi merupakan masalah lama
yang belum dapat ditanggulangi oleh ketentuan- ketentuan yang ada yang
terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ( KUHP).'

P.a.f. Laminating, dalam bukunya Pembahasan KUHP Menurut Iimu
Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, meninjau satu demi satu
ketentuan yang diatur di dalam KUHAP secara yuridis, menurut
yurisprudensi maupun menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dan asas-
asas hukum pidana serta aspek hukum pemidanaan dan pembahasan dasar
hukum pertimbangan hakim menentukan putusan peradilan. '’

Neng Djubaedah dalam bukunya Pornografi dan Pornoaksi tindak
pidana perbuatan pornografi bukan hanya mengandung unsur membangkitkan
nafsu birahi baik lawan jenis maupun sejenis, tetapi termasuk perbuatan yang

memuakan, menjijikan, atau memalukan orang yang melihatnya atau

18 Ibid, hal.1

1717 p a.f. Laminating, Pembahasan KUHP Menurut limu Pengetahuan Hukum Pidana &
Yurisprudensi, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010),hal.45
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mendengarnya, atau menyentuhnya. maka perlu adanya sebuah formulasi
hukum yang pasti bisa menyelesaikan sebuah masalah yang menyangkut
sebuah sanksi tindak pidana pornografi yang menjadi efek jera dari si
pelakunya.'"® Kemudian buku karya Djazuli, Figih Jinayah Upaya
Menanggulangi Kejahatan, menjelaskan mengenai unsur-unsur pembentuk
tindak pidana Islam.'

Dalam bukunya Abu Abdurrahman Nusantrari, yang berjudul
Menepis Godaan Pornorafi, menerangkan beberapa pembahasan mengenai
konsep- konsep wawasan seputar pornografi, mulai dari bentuk-bentuk
pornografi sampai ragam bentuk-bentuk pornografi.?’

Abdul wahid dan Muhammad Irfan, dalam bukunya yang berjudul
Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual ( Advokasi Atas Hak Asasi
Perempuan ), secara umum buku ini dalam kasus kekerasan seksual (
perkosaan ). Perilaku kejahatan dari hal-hal yang kesusilaan korban
perempuan telah atau sedang dan terancam terus untuk dikorbankan demi

Komuditi pembenaran superioritas kepuasan seks laki- laki.?!

M.Ali Nuryidi, Figih Sunnah 3 Terjemahan Fighus Sunnah( Karya

Sayyid Sabig). Menjelaskan tindak pidana Islam yang dilakukan oleh

[

18 Neng Jubaedah, pornografi dan pornoaksi/ ditinjau Dari Hukum Islam, Jakarta :
Prenada Media, 2005,hal. 85

' Djazuli, Figih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan, ( Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1997 ), hal. 3

20 Abu Abdurrahman Nusantari, Menepis Godaan Pornografi, ( Jakarta: Darul Falah,
2005),hal. 37

2l Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan
Seksual( Advokasi Atas Hak Asasi Perempuany), Bandung: Refika Aditama ), 2011, hal. v
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seseorang dalam sanksi yang dijatuhkan antara sanksi Audiud dan sanksi
ta’zir*

Selanjutnya penelitian dari Eri Adi Susanto dalam skripsi yang
berjudul “ Pandangan Hukum Islam Terhadap Undang- Undang Pornografi (
Studi Terhadap Pasal 1, 4, Dan 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ).
Memaparkan mengenai pasal 1 yang secara substansial mengenai definisi
pornografi telah selaras dengan hukum Islam. Pasal 4 ayat 1 huruf a mengenai
persenggamaan yang menyimpang ( Homoseksual Dan Lesbian ) telah sesuai
dengan hukum Islam yang pada prinsipnya menolak pornografi dan
penyimpangan mengotori ketentuan syariat. Sedangkan pasal 10 mengenai
kebebasan berekspresi telah mewakili nilai- nilai ajaran Islam. 2

Dari hal-hal tersebut di atas, dapat penulis simpulkan, bahwa belum
ada penelitian yang membahas tentang terhadap putusan Pengadilan Negeri
Purwokerto atas penyebaran pornografi oleh Herman Puryanto, dengan
pendekatan hukum Islam, tentunya terhadap aspek pertimbangan hakim

dalam pemberian putusan.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini difokuskan kepada penelitian képustakaan (library

research) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh

2 M.Ali Nuryidi, Figih Sunnah 3 Terjemahan Fighus Sunnah( Karya Sayyid Sabiq),
Jakarta: Pena Pundi Aksara,2008), hal.348
3 Eri adi susanto, “ Pandangan Hukum [slam Terhadap Undang- Undang Pornografi
Studi Terhadap Pasal 1, 4, Dan 10 Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008.” Skripsi ((Jurusan
Syariah AS STAIN Purwokerto, 2005), hal. 10
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dari kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga
literatur-literatur ~ lainya.?* Sedangkan pendekatan  penelitiannya
menggunakan metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang
bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena sosial

mengenai gejala terjadi sesuatu.

. Sumber Data penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut:
a. Sumber Data Primer
Data primer adalah data langsung dan segera diperoleh dari
sumber data oleh penyidik untuk tujuan khusus.?> Sumber data primer
merupakan sumber data yang dijadikan sumber pokok penelitian.
Sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah
Salinan  putusan  Pengadilan Negeri Purwokerto  Nomor:
23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt tentang penyebaran pornografi dan Undang-
Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 pasal 29 mengenai tindak
pidana penyebaran pornografi.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak
lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya.

Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan

% Suharsimi Arikunto, Prosedur PenelitianSuatu Pendekatan Praktek, cet. 2, (Jakarta: PT
Rineka Cié)ta,l998), hal. 11
» Winarno Surakhmand, Pengantar Penelitian limiah, (Bandung: Tarsito, 1990), hal. 134
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yang telah tersedia.® Sumber data sekunder merupakan data yang
mendukung proses penelitian, seperti buku-buku, Kitab-Kitab Fikih
yaitu ( M. Quraish Shihab Tafsir Al Misbah dan Hamka Tafsir Al-
Azhar) dan berbagai hasil p_\eﬂemuan ilmiah yang berkaitan erat dengan
materi penelitian. Serta b::rbagai hasil penelitian dan artikel yang

berkaitan erat dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat yuridis
normatif, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data
penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah
mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip,
buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain.?’ Metode ini digunakan untuk
menelaah  dokumen-dokumen yang berhubungan dengan dasar

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam
menyelesaikan tindak pidana penyebaran pornografi, dengan Putusan
Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt serta
dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan lain
yang telah dikeluarkan untuk penyelesaian kasus penyebaran pornografi.
4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data-data penelitian ini, penulis menggunakan
metode analisis isi (Content Analysis). Sementara analisis isi sendiri
diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan

melalui usaha karakteristik pesan dan dilaksanakan secara objektif dan

26 Saefuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91
% Ibid hal. 156
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sistematis.?® Selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai
kejelasan dan gambaran yang mendalam tentang masalah yang diteliti,
yaitu putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:

23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.

H. Sistematika Pembahasan
Gambaran umum tentang skripsi yang penulis ketengahkan dapat
? penulis kemukakan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat diantaranya, latar
belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua, akan membahas secara umum tentang pornografi dalam
Undang-Undang Pornografi, mulai dari definisi-definisi tentang pornografi,
unsur-unsur pornografi, bentuk-bentuk pornografi, unsur-unsur penyebaran
pornografi dan teori dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. serta Serta
pornografi menurut hukum Islam yang meliputi definisi-definisi tentang
pornografi, dan unsur-unsur pornografi, dan aspek pidana/hukuman
pornografi dalam hukum Islam.

Bab  ketiga, =~ membahas tentang  penyelesaian  perkara
No.23/Pid.Sus/2011/Pn.Pwt  tindak pidana penyebaran pornografi di

Pengadilan Negeri Puwokerto, Antara lain meliputi, sekilas tentang

28 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan,
(Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 8
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Pengadilan Negeri Purwokerto; kompetensi Pengadilan Negeri Purwokerto;
proses penyelesaian perkara No.23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt tentang tindak
pidana penyebaran pornografi Di Pengadilan Negeri Puwokerto; dan putusan
Pengadilan Negeri Purwokerto tindak pidana penyebaran pornografi.

Bab keempat, membahas tentang analisis Putusan Pengadilan Negeri
Purwokerto Nomor 23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt tentang tindak pidana
penyebaran pornografi, Antara lain meliputi analisis terhadap dasar hukum
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam memutuskan
perkara penyebaran pornografi serta analisis Hukum Islam terhadap putusan
Pengadilan Negeri Purwokerto No.23/PID.SUS/2011/PN.PWT tentang

penyebaran pornografi

Bab kelima, penutup, berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata

penutup.




BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PORNOGRAFI

A. Pornografi menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008
1. Definisi Pornografi Menurut Undang-Undang Pornografi

Pornografi berasal dari kosakata yunani, Porne dan Graphein. Porne
artinya  ‘pelacur’ dan Graphein artinya ‘ungkapan‘. Dari asal kata
pornografi diartikan setiap ungkapan yang berhubungan dengan ekspresi
mesum wanita pelacur. '

Sedangkan di dalam pengertian kamus hukum. Pornografi diartikan
sebagai perbuatan mempertontonkan , menyiarkan, menyediakan supaya
dapat diperoleh, surat, gambar, buku, atau barang yang melanggar
kesusilaan yang dapat menimbulkan nafsu birahi.’

Menurut UU RI No. 44 Tahun 2008 pasal 1 angka 1, pornografi

adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan suara, bunyi, gambar bergerak,
animasi, kartun, percakapan,gerak tubuh, atau bentuk pesan lainya melalui
berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum,
yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma
kesusilaan dalam masyarakat. >

2. Unsur- unsur Pornografi

" Abu Abdurrahman Nusantari, Menepis Godaan Pornografi, (Jakarta : PT Darul Falah,
2005 ), hal. 28

* Simongkar, Dkk, Kamus Hukum, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1995 )

3 Undang — Undang Pornografi No 44 Tahun 2008, (Bandung: Focus Media,2009 ), hal.2

17
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Perbuatan hukum dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum apabila
memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat
dibedakan menjadi dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama dilihat
dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang yang kedua dilihat dari
Undang-undang. Unsur-unsur tindak pidana secara teoritis dimaksudkan
berdasarkan pandangan menurut pendapat ahli hukum. Sedangkan unsur-
unsur tindak pidana dilihat dari sudut pandang undang-undang adalah
bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana
tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.* Unsur-
unsur tindak pidana secara toritis menurut Adami Chazawi dalam bukunya
yang berjudul “ Pelajaran Hukum Pidana 1 ”  mengutip pendapatnya
Moelyatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

a. Perbuatan
b. Dilarang ( oleh aturan hukum )
c. Ancaman pidana ( bagi yang melanggar larangan )}

Sudut pandang kedua adalah dilihat dari undang-undang. Unsur-unsur
tindak pidana dilihat dari sudut pandang undang-undang memuat :

a. Unsur Subyektif
Perbuatan sesecorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh
Undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku ( seorang
atau beberapa orang ).

b. Unsur Obyektif

4 Adami Chazawi, Pelgjaran Hukum Pidana I, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)

hal. 78

5 Ibid, hal. 79
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Suatu tindakan ( perbuatan ) yang bertentangan dengan hukum dan
mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.
Titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakanya. ¢

Neng Djubaidah dalam bukunya yang berjudul “ Pornografi Dan
Pornoaksi  Ditinjau Dari Hukum Islam” menambahkan dalam
merumuskan pornografi terkait dengan subyek hukum dan obyek hukum
tindak pidana pornografi, terdiri dari orang, baik orang yang berlawanan
jenis kelamin atau sejenis kelamin.’

Selain itu Neng Djubaidah menambahkan unsur orang, yang dapat
menjadi subyek hukum pornografi juga dapat berupa badan hukum (
rechtspersoon), baik badan hukum publik maupun badan hukum privat.

' Orang yang dapat dijadikan obyek hukum, selain orang yang yang masih
hidup juga orang yang telah meninggal dunia, atau binatang, atau benda-
benda buatan manusia yang digunakan untuk melakukan tindak pidana
pornografi misalnya alat kelamin buatan.®

Unsur-unsur tindak pidana pornografi di dalam ketentuan Undang-
Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi, pasal 1 angka 1 mengatur
tentang unsur-unsur pornografi yaitu:
1) Penggambaran tingkah laku ( melaluj gambar, sketsa, ilustrasi, foto,
suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh,

atau pesan

¢ Abdoel Djamili, Pengantar Hukum Indonesia, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996 )
hal.157

7 Neng Djubaidah, Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, ( Bogor,
Prenada Media, 2003), hal. 142
$ Ibid
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2) Memuat kecabulan atau eksploitasi seks

3) Melalui berbagai media komunikasi dan/ atau disampaikan dimuka
umum

4) Dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi.

Klasifikasi ilmu definisi, empat unsur pornografi tersebut bersifat
jami’, Karena penggambaran tingkah laku sebagimana pada unsur 1
mencakup penggambaran segala tingkah laku yang memuat kecabulan atau
eksploitasi seks, yang dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi. 9

Unsur-unsur pornografi No.44 Tahun 2008 secara eksplisit mengenai
penjelasan pasal 4 ayat (1) unsur-unsur pornografi memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
d. alat kelamin; atau
e. pornografi anak.'”
3. Bentuk-bentuk pornografi
Di era modern identik suatu keyakinan bahwa kesenangan merupakan

sesuatu yang paling penting dalam hidup. Sarana media berakibat logis dari

paham hedonisme. Paham tersebut membuktikan umat manusia menjadi

lebih ingin memiliki sesuatu dengan cepat tidak lagi mempedulikan aturan,
etika, moral, bahkan norma-norma agama. Mereka menempuh jalan sehina

dengan kehendak hawa nafsu.!!

° Harifin A. Tumpa, dkk, Varia Peradilan,(Jakarta: Tkatan Hakim Indonesia IKAHI
Tahun XXIV No. 280 Maret 2009,), hal.15

' Undang — Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008 lihat pasal 4 ayat (1)

"' Abu Addurrahman Nusantari, Menepis Godaan Pornografi, ( Jakarta: Darul Falah,
2005),hal. 37
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Sarana media dalam bentuk media cetak (printing), media gambar
(visual), media suara (audio-visual )mempermudah dalam Penyebaran
pornografi di era hedonisme. Abdurahman Nusantari dalam bukunya
berjudul Menepis Godaan Pornografi, menyatakan bahwa bentuk-bentuk
produk pornografi sudah merambah keberbagai saluran media. Di antaranya
berupa ragam Bentuk-bentuk pornografi sebagai berikut:'2
a. Poster porno

Poster porno bisa dijumpai dalam bentuk iklan, pengumuman,
propaganda, atau memberi ilustrasi tentang acara- acara tertentu.
Contohnya poster, film, iklan sabun atau kosmetik, pengumuman acara
konser dangdut, dan lain-lain.

b. Kartu dan stiker pornografi

Kartu stiker yang disertai dengan tulisan-tulisan yang bernada
mesum dalam penyebaran produk pornografi seperti ini terbatas, tetapi
menjadi sangat tidak mendidik ketika dicetak dalam bentuk mainan kartu
anak-anak.

¢. Merchantdise porno

Bentuk merchandise porno bermacam-macam, misalnya topi, mug,
t-shirt,bros, syal, jam tangan, ball point, dan lain-lain. Sering kita jumpai
kaos-kaos ¢-shirt, yang menanampilkan foto-foto dengan aurat terbuka.

d. Majalah dan tabloid

'2 Ibid, hal.38-45
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Bentuk media ini ada yang sangat vulgar, seperti majalah-majalah
terbitan luar negeri contoh majalah playboy tapi ada juga yang semi
vulgar atau terkesan malu- malu. Dengan maksud diharapkan laki-laki
bisa langsung tertarik, lalu membeli produk ini, adapun media itu bisa
berupa artikel, galeri foto, liputan , konsultasi tips, dan lain-lain, yang
sebagian besarnya bernuansa porno.

e. Surat kabar porno

Surat kabar yang mengklaim atau diklaim sebagai harian porno
hampir tidak ada. Sebab, jika ada yang terindikasi sebagai harian porno,
serta-merta masyarakat akan menolak keras. Tapi banyak surat kabar
yang menggunakan materi-materi pornografi untuk memikat minat
pembaca. Mereka menampilkan foto-foto selebritis dengan dandanan
binal di halaman depan, memuat berita-berita seputar pelacuran,

pemerkosaan, selingkuh, dan sejenisnya. Mereka juga memuat cerita-

cerita cabul dan liputan khusus berisi berita-berita persimpangan seks
yang tidak pantas disebarluaskan ditengah-tengah masyarakat."
f. Kaset dan CD musik
Hampir tidak ada kaset atau CD music yang mengklaim sebagai
produk porno. Tapi, banyak yang sengaja memasukan suara sensual,
desahan-desahan, jeritan-jeritan, atau syair-syair bernada mesum.

g. Video dan VCD pornografi

3 Ibid hal.39
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Dulu dikenal sebagai video BF ( Blue Film ), tapi sekarang
berpindah kepingan-kepingan mika, dengan istilah baru VCD. Keeping
VCD porno ada yang 100 % hasil transfer dari video-vidio BF, tapi ada
juga dibuat secara amatir oleh orang-orang local. Beberapa tahun terakhir
marak beredar rekaman VCD-DVD local yang sangat keji dan rusak.

h. Situs Internet Pornografi

Dunia internet adalah dunia yang bebas nilai. Bebas sensor, bebas
aturan. Negara-negara tertentu menerapkan Undang-undang untuk menjerat
pengelola situs-situs berbahaya. Di internet, seseorang bisa memuat
informasi apa saja tanpa ada batasan, tanpa ada tekanan.

Undang-undang pornografi mengatur larangan dan batasan perbuatan
manusia tentang tindak pidana penyebaran pornografi. Undang-undang
bersifat memaksa dan mengikat. Larangan dan Pembatasan bertujuan agar
setiap orang dapat tertib hukum di Indonesia dengan memperhatikan norma-
norma dan nilai-nilai kesusilaan yang sesuai dengan kebutuhan hukum serta
perkembangan masyarakat. Di dalam Undang-undang Pornografi No. 44
Tahun 2008 menjelaskan mengenai Larangan dan batasan pasal 4 Ayat (2)

setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :

a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang
mengesankan ketelanjangan

b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin

c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual atau
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d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung
layanan seksual.'

Perbuatan manusia melawan hukum berupa penyebaran pornografi
yang berkaitan dengan teknologi diatur ketentuan Pasal 5 Undang-undang
pornografi No. 44 Tahun 2008 adalah Setiap orang dilarang meminjamkan
atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksudkan dalam apasal 4 ayat
(1).15

Pemerintah mengatur hal perijinan dalam Pasal 6 Undang-Undang No.
44 Tahun 2008 tentang pornografi adalah Setiap orang dilarang
memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau
menyimpan, produk pornografi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4

ayat (1) , kecuali diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.'®
. Unsur-unsur penyebaran pornografi

Tindak pidana penyebaran pornografi dikategorikan Perbuatan
melawan hukum karena mengandung unsur obyektif dan unsur subyektif.
Undang —Undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008 pasal 29 bahwa unsur
tindak pidana penyebaran pornografi adalah setiap orang memproduksi,
membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan,
mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,
atau menyediakan pornografi Yang meliputi persenggamaan, termasuk

persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau

1 Undang Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008 lihat pasal 4 ayat 2
Undang Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008 lihat pasal 5
'® Undang — Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5,Pasal ¢
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onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat
kelamin atau pornografi anak.'”

Penjelasan mengenai unsur tindak pidana penyebaran pornografi di
dalam pasal 29 undang-undang pornografi unsur subyektif yaitu setiap
orang memiliki pengertian perseorangan atau korporasi baik yang bebadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum atau siapa saja yang dapat
bertindak selaku subyek hukum, yang diajukan oleh penuntut umum
kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan
pidana dengan identitas.

Sedangkan unsur obyektif adalah memproduksi, membuat,
memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan,
mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,
atau menyediakan pornografi Yang meliputi persenggamaan, termasuk
persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau
onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat
kelamin atau pornografi anak. sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4
ayat ( 1 ) undang-undang pornografi dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 6 ( enam ) bulan dan paling lama 12 ( dua belas ) tahun dan/ atau
pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta

rupiah ) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 ( enam milyar rupiah )18

'” Undang — Undang Pornografi No 44 Tahun 2008, ( Bandung: Focus Media,2009 ), lihat
Pasal 29

'8 Undang - Undang Pornografi , No 44 Tahun 2008 ( Bandung: Focus Media,2009),
Lihat Ketentuan Pidana Pasal 29
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Unsur-unsur penyebaran pornografi dalam Pasal 32 undang-undang

pornografi No. 44 Tahun 2008 juga menyebutkan:

“Setiap orang memperdengarkan , mempertontonkan, memanfaatkan,
memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 ( empat
) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (
dua milyar rupiah )."®
Perbuatan tindak pidana penyebaran pornografi menurut pasal 32

? mengandung unsur-unsur penyebaran pornografi termasuk perbuatan
‘ persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi, onani,
ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin
! atau pornografi anak.”’
Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penyebaran pornografi terdapat
di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 282 ayat 2.
Neng Djubaidah dalam bukunya yang berjudul “Pornografi Dan Pornoaksi
Ditinjau Dari Hukum Islam”, menjelaskan istilah penyebaran pornografi
secara eksplisit berdasarkan tafsiran atas pasal-pasal yang mengatur tentang
tindak pidana kesusilaan.”!

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) pasal

282 ayat 2. Secara eksplisit unsur tindak pidana penyebaran pornografi
yakni unsur subyektif menunjukan orang atau badan hukum. Sedangkan

Unsur objektifnya adalah menyiarkan, mempertunjukkan atau

menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar

' Undang — Undang Pornografi No 44 Tahun 2008, ( Bandung: Focus Media,2009 ), lihat
Pasal 32

2 Salinan putusan pengadilan negeri no. 23/ pid sus/2011/PN.Pwt, hal. 6

2! Neng Djubaidah, Pornografi Dan Pornoasi... ... .........hal. 128
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kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan,
dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum.?

Dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak
pidana kesusilaan pasal 282 ayat 2 dalam konteks penyebaran pornografi
adalah menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dengan terang-
terangan tulisan dan sebagainya.”

5. Teori Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk mengadili. Hakim Pengadilan Negeri memiliki
pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan agar hukuman yang
dijatuhkan memiliki tingkat nilai keadilan dan kepastian hukum. Hakim
juga harus memperhatikan asas-asas yang harus menjadi satu pijakan dalam
penjatuhan pidana kepada pihak terdakwa agar hakim tidak keluar dari
aturan hukum di Indonesia.

Dasar hukum majelis hakim yang dipakai adalah peraturan perundang-
undangan yang sesuai, disusun menurut urutan derajatnya dan urutan tahun
terbitnya. Dasar hukum majelis hakim untuk mengambil sebuah putusan
dalam hukum acara pidana adalah diambil untuk memutus suatu perkara

pidana. Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi

landasan hakim. memuat penafsiran autentik dari tiga puluh dua perkataan

22 Solahuddin, KUHP (Jakarta : Transmedia Pustaka,2009) hal.95

% Sugandhi, Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasnya, ( Surabaya:
Usaha Nasional, 1981
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yang oleh pembentuk Undang-undang telah digunakan di dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana.?*

Hukum acara pidana yang digunakan dalam beracara di persidangan
menyangkut perkara pidana terkait putusan majlis hakim yang sebenarnya
diharapkan, dikehendaki oleh Undang-undang. Undang-undang Nomor 8
tahun 1981 tentang hukum acara pidana, dapat diketahui dari penjelasan

umum atas undang-undang tersebut yang berbunyi sebagai berikut:?*

a. Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana
dalam lingkungan peradilan umum sebelum undang-undang ini berlaku
adalah Reglemen Indonesia yang dibarui atau yang terkenal dengan
nama Het Herziene Inlandsch Reglement atau HIR ( Staatsblad Tahun
1941 Nomor 44).

b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat (3) dalam amandemen ketiga
yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 dengan tegas bahwa
Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum yang
demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
.Apabila dalam pasal 23D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,
menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

yang sama dihadapan hukum.

* P.af. Laminating, Pembahasan KUHP Menurut llmu Pengetahuan Hukum Pidana &
Yurisprudensi, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010),hal.5
% Ibid, hal. 6-10
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c. Kitab undang hukum acara pidana harus memuat hak dan kewajiban
dari mereka yang ada didalam proses pidana dan memuat pula hukum
acara pidana Mahkamah Agung. KUHAP pada hakekatnya merupakan
kehendak dari pembentuk undang-undang yang secara Kkonstitusional
telah diberikan wewenang untuk itu oleh UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen pasal 24 dan
25 mengatur tentang hukum acara pidana, yaitu :

“ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan  peradilan guna menegakan hukum dan

keadalian”.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan
peradilan dibawahnya.”®

Undang-undang yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional,
wajib didasarkan kepada falsafah pandangan hidup bangsa dan dasar Negara
serta asas-asas hukum dalam majelis hakim untuk menjatuhkan putusan
pidana.

Teori dalam menjatuhkan pemidaan untuk terdakwa dalam bukunya
prof. Dr. Muladi, S.H ada beberapa pengelompokan teori pemidanaan
secara umum. Teori pidana dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

1) Teori absolute atau teori pembalasan ( Retributive/ Vergeldings

Theorieen)

2) Teori relative atau teori tujuan ( Utilitarian/ Doeltheorieen ).*’

% Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Prakiek Dan Permasalahanya
( Bandung : Alumni, 2007), hal.43
*' Muladi, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, ( Bandung: Alumni, 2005 ), hal. 10




30

Hakim dalam pengambilan putusan pemidanaan terhadap terdakwa
wajib mengacu kepada aturan yang ditetapkan. Dalam rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 51 mengenai acuan hakim
dalam menjatuhkan pemidanaan kepada terdakwa. Hakim harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Kesalahan pelaku tindak pidana

b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana

c¢) Cara melakukan tindak pidana

d) Sikap batin pelaku tindak pidana

e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana
f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana

h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban

j) Apakah tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.?®

Asas-asas hukum pidana menjadi landasan dasar hakim ketika hakim
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa agar tidak lepas dari koridor
undang-undang yang berlaku di Negara hukum Indonesia, maka untuk
menjamin adanya suatu kepastian hukum,didalam ketentuan pasal 1 ayat (1)
KUHP terkandung tiga asas yang bersifat hakiki, yaitu:

(1) Hukum pidana yang berlaku di Negara harus merupakan hukum tertulis

8 Ahmad Bahiej, Hukum Pidana ( Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 25
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(2) Undang-undang pidana yang berlaku di Negara kita tidak dapat di

berlakukan surut

(3) Penafsiran secara analogis tidak boleh di gunakan dalam hukuman
pidana.”’

Berdasarkan asas -asas disebutkan diatas seorang hakim tidak keluar
dari koridur yang ditentukan oleh undang-undang dengan Asas-asas hukum
pidana dan dapat menentukan jenis hukuman. Asas-asas dalam hukum
pidana memiliki asas tersendiri menjadi dasar hakim sebelum hakim
menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Lilik mulyadi dalam bukunya
yang berjudul Hukum Acara Pidana Normative, Teoritis, Prakttik, dan
Permaslahanya menyebutkan Asas-asas hukum pidana sebagai barikut:*°
a. Asas praduga tak bersalah ( Presumption Of Innocence)

Ketentuan asas praduga tak bersalah eksistensinya tampak pada
pasal 8 undang-undang nomor 4 tahun 2004 dan penjelasan angka 3

huruf ¢ KUHAP yang menentukan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut dan
atau dihadapkan dimuka sidang pengadialan wajib dianggap tidak
bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahanya dan memperoleh kekuatab hukum tetatap.”

b. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
Asas ini terdapat dalam pasal 4 ayat ( 2) undang-undang nomor 4
tahun 2004 dan penjelasan umum angka 3 huruf e KUHAP dimaksudkan

supaya terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut,

2% p a.f. Laminating, Pembahasan KUHP Menurut llmu Pengetahuan Hukum Pidana &

Yurisprudensi... ......................hal.22
3 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktek Dan

Permasalahanya......................hal . 13-30
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kemudian memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses

administrasi biaya yang ringan.

. Asas hak ingkar

Pengertian hak ingkar diatur dan dijelaskan dalam pasal 29
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Hak ingkar adalah hak seseorang
yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan
terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Asas hak ingkar

diatur dalam pasal 157 KUHAP.

. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum ( openbaarheid van

het process)

Asas terbuka untuk umum untuk menjamin objektivitas
pemeriksaan. Pasal 153 ayat (3) KUHAP untuk menentukan keperluan
pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka dan menyatakan terbuka
untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-
anak. Apabila sidang tidak dilakukan demikian maka menyebabkan
putusan batal demi hukum ( pasal 153 ayat (4) KUHAP). Putusan hanya
sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum ( pasal 20 Undang-undang Nomor 4 tahun 2005,

pasal 195 KUHAP).

. Asas Aqual befor the law

Asas ini merupakan manifestasi dari Negara hukum ( rechtaar)

sehingga harus ada perlakuan yang sama bagi setiap orang dimata hukum

( gelijkheid van ieder voor de wet). Setiap orang memiliki perlindungan
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yang sama dimata hukum ( equal protection on the law ) dan
mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum (equal justice under the
law). Ketentuan ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 4
tahun 2004.
f. Asas bantuan hukum pada penjelasan umum angka 3 huruf f KUHAP
bahwa yang dimaksud bantuan hukum adalah:
“ Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan

memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk
melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.”

Sedangkan asas bantuan hukum dalam Bab VII pasal 37 Undang-Undang

Nomor 4 tahun 2004 menyebutkan :

“ Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan
hukum.”

. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan
Dalam hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal
pemeriksaan perkara pidana dengan cara mewakilkan dan pemeriksaan
secara tertulis. Asas ini diatur dalam ketentuan tentang penjelasan umum
angka 3 hurufh KUHAP, pasal 153, 154,155 KUHAP.
h. Asas ganti rugi dan rehabilitasi
Asas ini diatur dalam pasal 97 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“ Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan
harkat serta martabat.”

i. Asas pengawasan dan penamatan pelaksanaan putusan pengadilan
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Pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde). Pelaksanaan pengawasan
dan pengamatan dilakukan oleh ketua pengadilan yang didelegasikan
kepada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam
melakukan pengawasan dan pengamatan.

j.Asas kepastian jangka waktu penahanan
Asas kepastian jangka waktu penahanan, seorang terdakwa
selama proses persidangan dari tingkat penyidik sampai tingkat
Mahkamah Agung RI hanya dapat ditahan paling lama 400 ( empat ratus
) hari dengan perincian 200( dua ratus ) hari untuk tingkat banding dan
kasasi.

Majelis Hakim dapat menentukan menjatuhkan Hukuman berupa
hukuman pokok dan/ atau hukuman pengganti terhadap pelaku tindak
pidana. Hukuman menentukan batasan minimal dan maksimal, yang terkait
dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Disamping itu ada hukuman
tambahan yang dikenakan kepada pelaku yang berbentuk korporasi. 3!
Menurut KUH Pidana hukuman itu dibagi dalam dua macam ( pasal 10
KUH Pidana ) yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.*? Dalam
KUHP, pidana diatur dalam Bab II Pasal 10-34.

Berdasarkan pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana adalah sebagai

berukut:

1) Pidana pokok, yang terdiri dari:

31 Harifin A. Tumpa, dkk, Varia Peradilan,(Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKA
HI

Tahun XXIV No. 280 Maret 2009,), hal.15
32 [lham Hadi Kusuma,

Bahasa Hukum Indonesia, ( Bandung: Alumni, 1992), hal. 118




35

a) Pidana mati

b) Pidana penjara
¢) Pidana kurungan
d) Pidana denda

e) Pidana tutupan

2) Pidana tambahan, yang terdiri dari :
a) Pencabutan hak-hak tertentu
b) Perampasan barang-barang tertentu
¢) Pengumuman putusan hakim.”

Jenis-jenis dari sanksi pidana pada umumnya dicantumkan dalam

perumusan delik menurut pola KUHP, menggunakan sembilan bentuk

perumusan ancaman pidana, yaitu :

1) Diancam dengan pidana mati atau penjara sumur hidup atau penjara
tertentu

2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu

3) Diancam dengan penjara tertentu

4) Diancam dengan pidana penjara atau kurungan

5) Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda

6) Diancam dengan pidana penjara atau denda

7) Diancam dengan pidana kurungan

8) Diancam dengan pidana kurungan atau denda dan

9) Diancam dengan pidana denda.*

Terdakwa tidak dapat dipidana apabila terdapat keadaan-keadaan

berdasarkan atas ketentuan pasal 66 Rancangan KUHP 1999-2000.

Keadaan-keadaan terdakwa apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut;*>

3 Ahmad Bahiej, Hukum Pidana........... hal.23

34 Dwidja priyatno,
Aditama, 2009), hal. 76

Sistim Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, ( Bandung: Refika
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a) Terdakwa berusia 18 ( delapan puluh) tahun atau diatas 70 ( tujuh puluh)
tahun

b) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana

¢) Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar

d) Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban

e) Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan
menimbulkan kerugian yang besar

f) Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain

g) Korban tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang

tidak mungkin terulang kembali

h) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan
melakukan tindak pidana yang lain

i) Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa

atau keluarganya

j) Pembinaan yang bersifat non institusional diperkirakan akan cukup

berhasil untuk diri terdakwa

k) Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat

beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa

1) Tindak pidana terjadi dikalangan keluarga atau

m) Terjadi karena kealpaan.

-
35 1pid hal. 79
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B. Pornografi Menurut Pandangan Hukum Islam

1. Definisi Pornografi Menurut Hukum Islam

Hizbullah Mahmud dalam Majalah “ A4/ Muslimun” menjelaskan
pengertian pornografi lebih dijelaskan mengenai pengertian aurat. Aurat di
definisikan secara bahasa bermakna nafsu yang berarti kurang atau aib

adapun secara istilah aurat adalah sesuatu yag yang tidak boleh dilihat atau

di pertontonkan.3 6

Definisi Pornografi di dalam Al-Qur’an secara mafhum tidak
menyebutkan kata pornografi dalam definisinya. Secara manthuq
menyebutkan bahwa hal-hal yang mengarah kepada perbuatan yang
berkaitan dengan pornografi yaitu dengan istilah perbuatan tentang aurat.

Di dalam Ayat Al-Quran Surat An Nur : 30-31 menyebutkan tentang

perintah menutup aurat dan menjaga pandangan serta memelihara

kemaluanya
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36 Syadi d AM, Al- Muslimun Majalah Hukum Dan Pengetahuan Agam Islam,. ...... hal.69
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“ 30 Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah
mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang
demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”. 31 Katakanlah kepada
wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya,
dan  kemaluannya, dan janganlah mereka  menampakkan
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan
hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan
Jjanganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka,
atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera
mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara
laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau
putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam,
atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki
yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak
yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka
memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka
sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai

orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung
M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “7Tafsir Al Misbah
Pesan, Kesan Dan Keselarasan Al-Qur’an,” bahwa aurat wanita adalah
yang menutup seluruh badanya kecuali wajah dan telapak tanganya.38
Hendaklah mereka memelihara secara utuh dan sempurna kemaluan
mereka sehingga mereka sama sekali tidak menggunakanya kecuali kepada
siapa yang halal, tidak juga membiarkanya kelihatan kecuali kepada siapa

yang boleh melihatnya, bahkan kalau dapat tidak menampakanya sama

37 Departemen Agama Rl, 4l-Qur'an dan Terjemahnya, (Kudus : Menara Kudus, 1427

hal.357
), ha 38 \{. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishbal PesanKesan dan Keserasian Al-Qur’an, (

Jakarta : Lentera Hati, 2002), hal. 333

3
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39

sekali walau terhadap istri-istri mereka; yang demikian itu yakni menahan
pandangan dan memelihara kemaluan adalah lebih suci dan terhormat.
Mereka menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar yaitu
perzinahan.39

Hamka dalam  bukunya yang berjudul “ Tafsir Al Azhar”
menafsirkan ayat Al-Qur’an Surat An Nur : 30 ayat tersebut berupa

perbuatan manusia tentang aurat hal-hal yang harus dilakukan manusia

adalah sebagai berikut :*°
1) Menjaga penglihatan mata
2) Memelihara kemaluan

3) Menjaga Kehormatan diri

Penjelasan Al-Qur’an surat An Nur :31 mengenai wanita berkeajiban

memelihara hiasanya sehingga tidak terlihat kecuali apa yang di istilahkan

oleh kalimat ( Lgie sda La Y1) illa ma zhahara minha.*' Kata (¥ 1) adalah

istisna muttashil ( satu istilah dalam kaidah bahasa arab ) yang berarti

yang dikecualikan merupakan bagian / jenis dari apa yang disebut

sebelumnya” dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat ini adalah zinah

atau hiasan. Berarti ayat tersebut berpesan :

« Hendaknya wanita wanita menampakan hiasan ( anggota tubuh )
mereka, kecuali apayang Nampak. "

39 rpid, hal 324
40 {amka, TafSir
41 M. Quraish Shih

Al-Azhar Jilid 7,.....hal. 4925
ab, Tafsir Al- MishbaH Pesan,Kesan dan Keserasian Al-Qur’an

Ibid
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Penjelasan mengenai turunya surat An Nur: 30-31 dijelaskah

didalam Hadist Nabi saw.
Hadist Nabi saw :

_360@-;\-‘9&33\36JMY‘cbﬁQﬁSL@\;@&me;b&
san gy gaa g B pucd Sl Gl iy pra gl DA
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“ Dari Aisyah RA. bahwa dia pernah menyebut-nyebut wanita
anshar. Dia memuji mereka, dan berkata baik kepada mereka.
Kemudian Aisyah berkata : “ sewaktu surat An Nuur turun, mereka

pergi mengambil kain sarungnya, lalu dipotong dibuatnya kain
kudung. o

Hadits diatas dengan isnadnya terdapat Ibrahim bin Muhajir bin

Jabir. Abu Ishak Al Bajali Al Kufi. Bukan hanya seorang yang

memperbincangkanya.

(¢ .J))(.;‘}ja«_':lo0_43&3)&{3_}3“:@\36\@33&|me?\&°}
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« Dari Ummi Salamah R A. dia berkata : Sewaktu turun ayat :
Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya”, maka kaum wanita
anshar berpakaian, b(Z;kerudung hitam, seolah kepala mereka

burung- burung gagak.

2. Unsur-Unsur pornografi Menurut Hukum Islam

Manusia dibekali dalam dirinya berupa syahwat kelamin. Manusia

laki-laki dan perempuan diberi syahwat kelamin supaya manusia jangan

punah dan musnah dari muka bumi. Berbahaya jika Syahwat yang tidak

han Sunan Abu Dawud Jilid IV , ( Semarang: Asy Syifa’

43 Hafid Al Mundziry, Terjema

1993), hal. 519
4 Ipid hal. 519
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terkendali menguasai kelamin, lama-kelamaan ingatanya sudah dikuasai
oleh syahwat % Syahwat yang tak terkendali menimbulkan perbuatan
penyebaran pornografi yang meluas. Sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya perbuatan menyimpang, diantaranya seseorang melakukan
tindak pidana berupa perzinaan, perkosaan, hubungan seksual dengan
mayat, liwat (homoseksual, lesbian), Oral sex, dan onani, serta

masturbasi. 46

Manusia supaya menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang

menyimpang dari moral. Al- Qur’an surat Al-Isra’ ayat 32 :
) < ’/-’/f/. - /"& <
Sl 1Us 3w O ) G3T1558 Y3

“ Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesu
, ngguhnya zina i
adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yar’g bzfrl'ZZ ’l"t’l;

Timbulnya perbuatan  seseorang  melakukan  perbuatan

menyimpang moral dari hal-hal yang mendekati kepada perbuatan zina

Dengan aurat yang terbuk dapat membangkitkan nafsu birahi seseorang

Islam mengakui estetika ( keindahan ) dan kesenian. Hendaklah

keindahan dan kesenian yang timbul dari kehalusan perikemanusiaan

bukan dari kehendak kehewanan yang ada dalam diri manusia itu

Keindahan bukan untuk mempertontonkan diri dan bertelanjang.*®

a, Tafsir Al-Azhar Jilid 7, ( Singapura :Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003 )

45 Hamk
hal.4924

46 Neng Djubaidah, Ppornografi Dan Pornoaksi............... hal. 144-162

47 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Kudus : Menara Kudus, 1427
H), hal. 285 ,

48 rpid hal 4929
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Maka unsur-unsur dari perbuatan penyebaran pornografi dari tafsir

mengenai ayat Al-Qur'an An Nur ayat :31 adalah mempertontonkan diri

dan bertelanjang.
3. Aspek Pidana/hukuman pornografi dalam Hukum Islam
Hukum pidana Islam disebut jinyayah memiliki istilah lain yaitu
jarimah, kedua istilah hukum pidana ini memiliki perbedaan didalam
menentukan sanksi hukuman. Kata al-jinyayat ( Pidana ) merupakan bentuk

jamak dari kata jinyayah. Dari asal kata Jjaga- yajni yang berarti

mengambil. Istilah jana ‘ala gaumihi jinayatan digunakan jika seseorang
berbauat dosa terhadap kaumnya, jika ia berbuat dosa terhadap kaumnya,

jika ia membuat kesalahan atau dosa yang wajib dikenakan sanksi.*’ Kata

jinyayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak

pidana. Secara terminology kata jinyayah mempunyai beberapa pengertian,

seperti yang diungkapkan oleh Abd Al-Qadir Awadah dalam ( terjemah

Makhrus Munajat ) Jjinyayah merupakan tindakan yang dilarang oleh syara’

Karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal (

Intelegensi ).>° Pendapat fuqoha yang membatasi istilah jinyayah kepada

perbuatan — perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan gishash

tidak termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman za’zir.”!

49 M. Ali Nursyidi, Figih Sunnah 3 T erjemahan Fighus Sunnah ( Karya Sayid Sabiq),

: Pundi Aksara, 2008) hal. 347
Jakarta: Pena wkum Pidana Islam Di Indonesia, ( Yogyakarta,: Teras, 2009 )

50 Makhrus Munajat, Hi

hal.1 hal. 1

5t Djazuli, Figih Jinayah ...
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Sedangkan yang dimaksudkan dalam istilah jarimah yaitu larangan-larangan

syara’ yang diancam Allah dengan hukuman Aad atau ta’zir. >

Hukuman atau sanksi dalam Islam yang di jatuhkan kepada seseorang
yang melakukan kejahatan jinyayah atau jarimah terhadap seseorang
bertujuan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.® Karena

tubuh manusia merupakan amanah yang diberikan oleh Allah untuk saking

menjaga kehormatan. F irman Allah swt dalam Al-Qur’an surat Al Anbiya:

/// -~ 2 //’// - r] -,
e 2 (- - s, -7
Gl (gl il Cog) o Led Lsesid s Caasl f
Cd
@) sl
Z - -

“Dan  (ingatlah  kisah) Maryam yang Telah 7
D memel
kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh ed,Zﬁi IZZ;Z‘

dan kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuas
besar bagi semesta alam.” (kekuasaan Allah) yang

Kejahatan manusia dengan  memperlihatkan  Aurat  dapat

membangkitkan nafsu birahi selain itu menurut Neng Djubaidah dalam

bukunya yang berjudul “ Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum

Islam ¢ perbuatan tersebut merupakan perbuatan memuakan, menjijikan,

memalukan orang yang melhatnya, mendengarnya, atau menyentuhnya

karena mempertontonkan aurat yang ada pada tubuh manusia tidak semua

orang menyukai untuk melihat tersebut.”

-
52 bid, hal. 1 ;
53 Neng Djubaidah, Pornografi Dan Pornoatksi...............hal. 89
54 pepartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,......... hal.330
pornografi Dan Pornoaksi................hal.129

55 Neng Djubaidah,
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Perintah untuk memelihara pandangan dan kemaluan. Thahir ib
. n

‘A i -

pandanganya kepadanya dan membatasi dari dalam pembicaraan serta tidak
a ti

mengarahkan pandangan kepadanya kecuali pandangan yang suk
ar
dihindari.*®
Hukum Islam membedakan sanksi hukuman berkaitan de
| . ngan
kejahatan dilakukan oleh seseorang berupa sanksi Audud dan sanksi
si ta’zir.

Sanksi tersebut memiliki perbedaan dalam penjatuhan sanksi
yang

diterapkan. Perbedaan tersebut Adalah sebagai berikut :>’

1) Berkenaan dengan sanksi hudud, semua orang dipandang
sama.

Sementara itu, fa’zir dilaksanakan dengan cara berbeda-beda
- sesuai

dengan perbedaan status seseorang. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sa
w

bersabda:
3 gVl iaieligll gl

salahan orang berkedudukan ( baik hati ), kecuali jika

“Maafkanlah ke
kesalahannya berkaitan dengan sanksi hudiud "**

2) Berkenaan dengan sanksi Audud, seseorang tidak diperbolehkan untuk

memberikan syafaat ( meminta agar hukuman di gugurkan atau

s6 M. Quraish Shihab, Tafsir Al- MishbaH Pesan Kesan dan Keserasian Al-Q
- w"a&

57 M.Ali Nuryidi, Figih Sunnah 3 Terjemahan Fighus Sunnah( Karya Sayyid
ayyid

h Abu Dawud Didalam Sunan Abi Dawud Kitab
. o ge AI’H ’,
m Bukunya M.Ali Nuryidi, Figih Sunnah 3 Terjemﬁzc,{, };;‘i;fzuu
s

...hal.30

Sabig)...hal. 348
58 1y riwayatkan ole

Fihi, Jilid 1V, hal 540 Dala ]
Sabiq), Jakarta: Pena Pundi Aksara,2008), hal.348

Sunnah( Karya Sayyid
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diringankan bagi si pelaku kejahatan) setelah dihapkan ke imam

Sedangkan fa zir, seseorang diperbolehkan memberi syafaat.

Ketentuan hukum Islam mengenai hukuman terhadap pelaku tindak
pidana penyebaran pornografi hanya dihukumi dosa atas perbuatan yang
dilakukanya, sanksi hukuman hanya dengan balasan hukuman atas
perbuatan seseorang yang dilakukan diakherat oleh Allah swt. Sesuai

dengan penjelasan hadist Nabi saw bersabda:

,g?mfl.‘..u-sﬂ‘w}@f—ﬁ‘wbﬁee\ocsm-x.caea!uocg
Sk olad lehe o g cRa el |5 pandilly 5 Y1 (AL s JB ¢l
Lol p gad bt gyl

« Dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya R.A. dari Nabi saw. Beliau
bersabda : “ menghela kain sarung, baju dan sorban: bara;lgsiapa

menghela suatu diantaranya dengan sombong, Allah tidak akan

memandangnya kelak diakherat. i

l“ [13

Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, dalam bukunya yang berjudu

Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 5" bahwa Ketika manusia

dihadapkan sebuah pandangan dunia yang bersifat menarik hawa nafsu

maka manusia akan Jebih mudah untuk membiarkan hawa nafsu itu

melakukan sesuatu. Hukum yang akan diterima manusia berkaitan dengan

membiarkan nafsu terbuka maka akan dihukumi dengan siksa Allah di
akherat yang amat sangatlah pedih.%
Penyebaran aurat yang terlihat oleh orang lain yang dapat

Hukum Islam menghukumi itu dengan haram.

membangkitkan nafsu birahi.

Hukum bertujuan sebagai pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang

59 Hafid Al Mundzirys Terjemahan S'unan Abu Dawud Jilid IV, ... hal.516
60 Sahm Bahreisy Dan Said Bahreisy, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 5,(

Surabaya: Bina IImu, 2004)hal. 487
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kembali. Islam mengatur cara berpakainan agar terhindar dari perbuatan
yang dilarang oleh agama tentang penyebaran aurat. Nabi Saw bersabda :

G 2 0 b e cilim : o35 ¢ ol Uy 5yl Sl NS L i

Sah Y Al el Gl (gt @is @lgah i o S L
e (el Yy a5 1K 3 de 3 Ay Gy el

“ 4da dua orang ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya yaitu
]. Suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang di
pukulkan kepada manusia. 2. Perempuan- perempuan yang
berpakaian ( tetapi hakekatnya ) telanjang, jalanya lenggak-lenggok,
kepala ( sanggul mereka seperti ponok onta yang miring. Merek tidak
rga dan tidak akan mencium baunya, padahal

akan masuk st
sesunguhnya bau surge itu tercium dari jarak perjalanan ( sejauh

sekian dan sekian.” ( HR. Muslim )5

penjelasan makna (<@ L le @ Lw ) di atas adalah mengenai

berpakaian tapi telanjang, yakni terlihat berpakaian tetapi hakekatnya

telanjang, karena mereka berpakaian yang tidak berfungsi menutup tubuh

dan justru ( memvisualisasikan ) memperagakan aurat yang membangkitkan

seorang yang melihatnya.®> Dalam Al Quran Allah SWT

nafsu birahi s€

menyuruh wanita supaya wanita lebih menjaga diri dengan tetap tinggal

dirumahnya. Dalam firman Allah QS Al Ahzab Ayat 33:

s 12 ,/,'i/gi/égng ‘/,T/f"{ /,‘{ // "n 2 -’9/
] . “W2a”
gt oty T e 8 A N 52 4
£ 2, 7 @
‘_9 O#J.” . Y‘..:";_B

g T
= s 2 /‘:' Y A R T ]
Cadl @l dp Lo W gy Al e

"

o g A

z ’/9’ “«1 L °3e =2 f P -~
89 gl S eks il Jal Gl o

// mron A. Manan, Tafsir Ahkam As-Shabuni Jilid 3.....hal.11

61 Mu’ammal Hamidy dan1
52 [bid.
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“ Dan hendaklah kamu tetap di
. Dan ! ip di rumahmu dan j
berhia diinDll?:l;t(zzgkzh laku seperti orang-orangj(f]}z:%;?ilzg s
dahulu dan Dirk aS shalat, tunaikanlah zakat dan taatz?;ah .:: oy
A ik yd. eszfngguhnya Allah  bermaksud har
gkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membe::e' Zzgk
ihkan

kamu sebersih-bersihnya.

M ’ i
u ammal Hamldy dan ImlOﬂ A Manan “T'e’jemahan I(l.tab 2 f .I'

Ayat Ahkam Ash Shabuni” bahwa ayat ini menceritakan wanita pada
pa

9 eh

karena itu wanita dipaksa untuk memakai jilbab secara penuh tid
tidak

demikian halnya perempuan-perempuan merdeka karena k
mereka

diperintahkan untuk tinggal dirumah-rumah mereka.** Sebelum ayat
. ayat ini

turun Allah berfirman yang artinya : “ Sesungguhnya orang-orang
- yang

menyakiti o

rang mukminin dan muk minat “( QS Al Ahzab: 33), Allah

memberi ancaman kepada orang-orang yang mengganggu kepada mukm
mukmin

dan mu’minat dengan siksa yang pedih.®® Sedangkan makna dari “ Dan

Jjanganla

Jjahiliyah.

4 kamu berhias dan bertingkah laku seperti tingkah laku ora
ng

¢ adalah seorang wanita tidak dibolehkan untuk telanja
ng

dihadapan kaum lelaki..®

wanita-wanita yang men

63 Departemen Aga
64 Nu’ammal Ham
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